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INTRODUCTION

Masuknya Islam ke Indonesia masih menjadi diskursus akademik yang terbuka
karena keterbatasan bukti empiris yang secara pasti menjelaskan waktu, jalur, dan pola
awal penyebarannya. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa Islam telah dikenal di
Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui jaringan perdagangan internasional yang
melibatkan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang berinteraksi dengan
masyarakat lokal di wilayah pesisir (Yudha, et al., 2024). Catatan Marco Polo pada akhir
abad ke-13 juga sering dirujuk sebagai salah satu bukti awal keberadaan komunitas
Muslim di Perlak, Aceh, yang menunjukkan bahwa Islam telah berakar sebelum periode
kolonial. Meski demikian, perdebatan mengenai jalur masuk Islam apakah melalui pantai
Sumatra, Barus, atau Jawa masih terus berkembang dan memperkaya khazanah
historiografi Islam di Indonesia (Sebastian, & Alkaff, 2024; Sugiri, 2021).

Sejak fase awal penyebarannya, Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai
sistem keyakinan, tetapi juga menjadi kekuatan transformasi sosial yang signifikan,
terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam muncul sebagai kebutuhan
fundamental umat Muslim, baik sebagai sarana transmisi nilai keagamaan maupun
sebagai instrumen Islamisasi yang berkelanjutan (Saada, & Magadlah, 2021). Pada tahap
awal, praktik pendidikan Islam berlangsung secara sederhana melalui halaqgah-halagah di
masjid, mushola, dan ruang sosial lainnya, dengan metode pengajaran yang berorientasi
pada hafalan dan transmisi lisan. Pola ini menunjukkan kemiripan dengan praktik
pendidikan Islam klasik di Timur Tengah, namun berkembang secara khas sesuai konteks
lokal Nusantara.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan lembaga
pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasinya
terhadap struktur sosial dan budaya setempat (Rahman, 2022). Di Jawa, pesantren
tumbuh dengan mengadopsi pola relasi guru-murid dan sistem asrama yang memiliki
kemiripan dengan tradisi pendidikan Hindu-Buddha sebelumnya. Di Minangkabau, surau
yang awalnya berfungsi sebagai institusi sosial dan adat bertransformasi menjadi pusat
pendidikan Islam. Sementara itu, di Aceh, meunasah berkembang sebagai lembaga
pendidikan Islam berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kehidupan sosial
masyarakat. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia tidak
berkembang secara homogen, melainkan plural dan kontekstual.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif dan
terbatas pada konteks lokal atau regional, tanpa memberikan pembacaan komparatif yang
memadai dengan praktik pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara maupun dalam
lanskap global. Padahal, secara regional, model pendidikan Islam di Indonesia memiliki
perbedaan mendasar dengan sistem pendidikan di Malaysia dan Thailand Selatan yang
lebih terintegrasi dengan kebijakan negara, maupun dengan madrasah modern di negara-
negara mayoritas Muslim seperti Mesir, Pakistan, atau Turki yang cenderung mengadopsi
sistem kurikulum nasional berbasis sekolah formal (Aslami, 2021). Dalam konteks global,
pesantren Indonesia menampilkan keunikan karena mampu mempertahankan tradisi
keilmuan klasik (kitab kuning) sekaligus beradaptasi dengan tuntutan modernitas,
sebuah karakter yang tidak selalu ditemukan dalam model pendidikan Islam di negara
Muslim lainnya (Hak, et al.,, 2023; ).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana
perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung dalam lintasan sejarah serta
bagaimana proses transformasi dan adaptasi sistem pendidikan Islam terhadap
perubahan sosial, budaya, dan kebijakan negara. Penelitian ini juga berupaya menjawab
pertanyaan mengenai posisi dan karakteristik pendidikan Islam Indonesia dalam konteks
regional Asia Tenggara dan dinamika pendidikan Islam global. Sejalan dengan itu, tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan pendidikan
Islam di Indonesia dari masa awal Islamisasi hingga periode modern, sekaligus
memetakan kekhasan model pendidikan Islam Indonesia dibandingkan dengan model
pendidikan Islam di kawasan lain.

Kebutuhan untuk memperkuat kajian pendidikan Islam Indonesia melalui
perspektif komparatif dan historis yang lebih luas menjadi kesenjangan dari beberapa
penelitian sebelumnya. Sehingga pemaparan kronologis perkembangan pendidikan
[slam, juga menjadi upaya menempatkan pesantren, surau, dan meunasah sebagai model
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pendidikan Islam yang memiliki relevansi global. Dengan demikian, penelitian ini
berkontribusi dalam mengisi celah kajian yang selama ini kurang menyoroti posisi
strategis pendidikan Islam Indonesia dalam peta pendidikan Islam dunia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi
pengembangan studi sejarah dan manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam
memahami dinamika adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan zaman.
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan,
pengelola lembaga pendidikan Islam, serta akademisi dalam merumuskan pengembangan
pendidikan Islam yang berakar pada tradisi lokal namun tetap responsif terhadap
tantangan global.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian
kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan
mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan perkembangan pendidikan
Islam di Indonesia (Arar, et al., 2022; Padil, et al., 2025; Arif, et al., 2024). Pendekatan ini
dipilih karena karakter penelitian yang berorientasi pada penelusuran gagasan, konsep,
dan dinamika historis pendidikan Islam, sehingga memungkinkan pemahaman yang
mendalam terhadap perubahan dan transformasi sistem pendidikan Islam dalam lintasan
waktu yang panjang.

Jenis penelitian ini bersifat historis-analitis dengan kecenderungan semi-
sistematis, karena selain menelusuri perkembangan pendidikan Islam secara kronologis,
penelitian ini juga menerapkan protokol literatur yang terstruktur untuk menjaga
ketelusuran dan validitas sumber (Awaludin, 2024; Bachtiar, et al., 2024). Penelitian ini
tidak sepenuhnya mengikuti systematic literature review berbasis statistik, namun
mendekati kerangka PRISMA dalam proses identifikasi, penyaringan, dan seleksi literatur
yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri
sumber-sumber akademik yang diperoleh dari berbagai basis data ilmiah bereputasi,
seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi
(Fitria, 2023). Selain itu, penelusuran juga dilakukan terhadap buku akademik, dokumen
sejarah, serta publikasi institusional yang memiliki relevansi langsung dengan topik
pendidikan Islam di Indonesia. Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup sumber
yang membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, perkembangan lembaga
pendidikan Islam (pesantren, surau, meunasah, dan madrasah), serta kajian tentang
pengaruh sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Sumber
yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi sepuluh hingga lima belas tahun
terakhir untuk menjamin kemutakhiran analisis, namun karya klasik dan dokumen
historis tetap disertakan sepanjang memiliki relevansi konseptual dan historis yang kuat.
Adapun kriteria eksklusi meliputi sumber non-akademik, artikel populer tanpa rujukan
ilmiah yang memadai, serta literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan
fokus kajian pendidikan Islam (Fauzi, 2023; Fathani, et al., 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan historis.
Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan
informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti fase perkembangan pendidikan Islam,
bentuk kelembagaan, pola adaptasi sosial-budaya, dan intervensi kebijakan negara
(Suroso, et al., 2021). Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dan
kronologis untuk menggambarkan dinamika pendidikan Islam dari masa awal Islamisasi
hingga periode modern. Penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif dengan
mengaitkan temuan-temuan literatur untuk menghasilkan pemahaman yang
komprehensif mengenai transformasi pendidikan Islam dalam konteks sejarah dan
kebijakan pendidikan nasional.

Dalam aspek etika pengumpulan data, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip
integritas akademik dengan memastikan seluruh sumber yang digunakan dikutip secara
akurat dan proporsional sesuai kaidah ilmiah. Tidak ada manipulasi data atau distorsi
terhadap pandangan penulis asli dalam proses interpretasi literatur. Selain itu, penelitian
ini menghindari plagiarisme dengan melakukan parafrase akademik yang bertanggung
jawab serta mencantumkan rujukan secara transparan. Dengan penerapan etika
penelitian kepustakaan tersebut, hasil kajian diharapkan memiliki kredibilitas ilmiah
serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
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Melalui metode dan protokol penelitian kepustakaan yang terstruktur ini,
penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang kuat dalam
memperkaya kajian pendidikan Islam di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif
historis yang lebih sistematis dan relevan dengan perkembangan studi pendidikan Islam
kontemporer.

FINDINGS AND DISCUSSION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perkembangan
pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai fase sejarah. Melalui pendekatan penelitian
kepustakaan, berbagai sumber literatur telah dikaji secara mendalam untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi
dan transformasi pendidikan Islam di Nusantara (Arar, et al., 2022; Monady, et al., 2025).
Dalam proses penelitian, berbagai data yang telah dikumpulkan dianalisis secara
sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola historis serta dinamika kebijakan yang
berperan dalam membentuk sistem pendidikan Islam saat ini. Sebagai hasil dari kajian
dan diskusi yang telah dilakukan, penelitian ini akan memaparkan temuan utama yang
dirangkum dalam beberapa poin utama. Poin-poin tersebut akan menguraikan aspek-
aspek penting yang berkaitan dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia,
perkembangan lembaga pendidikan Islam, adaptasi pendidikan Islam terhadap
perubahan sosial dan politik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks
pendidikan Islam di era modern. Pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan yang lebih luas bagi akademisi, praktisi pendidikan, serta
pemangku kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih maju
dan relevan dengan perkembangan zaman.

Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kolonialisme

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada fase awal tidak dapat
dilepaskan dari peran kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat kekuasaan politik,
dakwah, dan transmisi keilmuan. Salah satu kerajaan Islam paling awal dan berpengaruh
adalah Samudera Pasai di Aceh, yang berkembang sejak sekitar abad ke-10 Masehi.
Kerajaan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Al-Malik Ibrahim bin Mahdun, Al-Malik al-
Saleh, hingga Al-Malik Sabar Syah pada abad ke-15 M (Nasution, 2025). Catatan Ibnu
Batutah menunjukkan bahwa Samudera Pasai telah memiliki sistem pendidikan Islam
yang relatif mapan, dengan fokus pengajaran pada fikih mazhab Syafi’i, pelaksanaan
pendidikan dalam bentuk majelis taklim dan halaqah, keterlibatan langsung penguasa
sebagai figur religius dan politik, serta dukungan pendanaan pendidikan yang bersumber
dari negara (Shidiq, 2021). Pola ini menandai keterpaduan antara kekuasaan politik dan
institusi pendidikan Islam.

Di Jawa, perkembangan Islam dan pendidikan Islam mengalami akselerasi seiring
berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah tersebut. Demak
memiliki keterkaitan genealogis dengan Majapahit melalui Raden Fatah, putra dari Sri
Kertabumi dan Putri Cempa yang beragama Islam (Romdhoni, et al,, 2024). Terdapat
perbedaan pandangan di kalangan sejarawan mengenai tahun berdirinya Demak, antara
1478 M yang dikaitkan dengan runtuhnya Majapahit, atau 1518 M yang dikaitkan dengan
berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya VII (Rukayah, et al.,, 2023; Romdhoni, et al,,
2024). Terlepas dari perdebatan tersebut, Demak berperan signifikan dalam penyebaran
[slam dan pengembangan pendidikan Islam di Jawa. Sistem pendidikan yang berkembang
memiliki kemiripan dengan Aceh, yaitu dengan menjadikan masjid sebagai pusat
pembelajaran, di bawah bimbingan ulama yang sekaligus memiliki otoritas sosial dan
keagamaan, yang dikenal dengan gelar Sunan, seperti Sunan Gunung Jati (Hajam, 2021).

Di kawasan timur Nusantara, Islam masuk ke Maluku melalui jalur dakwah dan
perdagangan yang melibatkan mubaligh dari Jawa dan Malaka. Salah satu penguasa awal
yang memeluk Islam adalah Sultan Marhum dari Ternate pada paruh kedua abad ke-15 M,
yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainul Abidin (1465-1500 M) (Sulistiono, 2021).
Proses Islamisasi ini turut membawa praktik pendidikan Islam yang berorientasi pada
pembinaan keagamaan masyarakat dan penguatan legitimasi kekuasaan Islam di wilayah
kepulauan rempah-rempah tersebut (Cui, & Li, 2025).

Di Kalimantan, Islam mulai berkembang pada abad ke-15 M melalui peran para
mubaligh dari Jawa, terutama yang memiliki jaringan keilmuan dengan Sunan Bonang dan
Sunan Giri. Beberapa dai seperti Khatib Dayyan dari Kediri dan Sayid Abdul Rahman turut
berperan dalam menyebarkan Islam dan membentuk basis pendidikan keagamaan di
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wilayah pesisir Kalimantan (Al Qurtuby, 2021). Proses ini menunjukkan bahwa
pendidikan Islam berkembang secara gradual melalui relasi dakwah, perdagangan, dan
jaringan santri lintas wilayah (Kedidir, et al., 2021).

Sementara itu, di Sulawesi, kerajaan kembar Gowa-Tallo menjadi pusat awal
[slamisasi. Penguasanya, 1. Mallingkaang Daeng Manyonri, memeluk Islam dan bergelar
Sultan Abdullah Awwalul Islam, yang kemudian diikuti oleh Sultan Alauddin (Ali, 2024).
Dalam waktu relatif singkat, Islam diterima secara luas oleh elite dan masyarakat (Barton,
etal., 2021). Peran ulama seperti Dato Ri Bandang dari Minangkabau menegaskan kuatnya
jaringan intelektual Islam antardaerah. Catatan penjelajah Portugis, Pinto, pada tahun
1544 M juga mengonfirmasi keberadaan mubaligh Islam dari Malaka dan Patani di
Sulawesi, yang menunjukkan dimensi internasional dalam proses Islamisasi dan
pendidikan Islam di wilayah ini.

Untuk memperjelas pola sebaran historis tersebut, berikut disajikan tabel ringkas
kronologi penyebaran Islam dan pusat awal pendidikan Islam di Indonesia.

. Kerajaan Islam Perkiraan - -1
Wilayah Awal Waktu Ciri Utama Pendidikan Islam
Aceh Samudera Pasai Abad 10-15 M Fikih Syafi'i, halagah, dukungan
negara
Akhir abad 15-  Masjid sebagai pusat belajar,
Jawa Demak awal 16 M peran Walisongo
Maluku Ternate Abad 15 M Pendldlkan berbasis dakwah dan
istana
Kalimantan Kesultanlap awal Abad 15 M Dakwah ulama Jawa, jaringan
pesisir santri
Sulawesi Gowa-Tallo Akhir abad 16 M Isl'amlsa51 elite, ulama lintas
wilayah

Penyajian kronologis dan spasial ini menunjukkan bahwa perkembangan
pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap, tidak seragam, dan sangat
dipengaruhi oleh konteks politik, budaya, serta jaringan dakwah antardaerah (Frankema,
& van Waijenburg, 2023). Dengan demikian, pendidikan Islam sejak awal telah menjadi
bagian integral dari proses Islamisasi Nusantara dan membentuk fondasi bagi
berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam pada periode-periode selanjutnya.

Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam di Indonesia sering dikategorikan
sebagai pendidikan Bumiputera karena peserta didiknya didominasi oleh penduduk
pribumi dan berada di luar sistem pendidikan formal kolonial yang diperuntukkan bagi
Eropa dan elite tertentu (Fischer, & Nisa, 2025; Chande, 2023; Gibson, & Bailey, 2023).
Kebijakan pendidikan kolonial Belanda secara umum bersifat diskriminatif dan dualistik,
dengan membedakan secara tegas antara pendidikan Barat dan pendidikan keagamaan
lokal. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berkembang secara mandiri sebagai bentuk
resistensi kultural dan religius terhadap dominasi kolonial, sekaligus sebagai sarana
pelestarian identitas keislaman masyarakat.

Pada fase awal, praktik pendidikan Islam di bawah kolonialisme Belanda
menunjukkan kesinambungan dengan tradisi pra-kolonial, salah satunya melalui
kerangka pendidikan yang menggabungkan unsur Hindu-Buddha dan Islam. Sistem ini
memadukan pola pendidikan keraton dan pertapaan, di mana pada satu sisi pendidikan
dilakukan secara elitis bagi kalangan bangsawan dan istana melalui guru yang datang
langsung kepada murid, sementara di sisi lain berkembang pola asketis yang membuka
akses pendidikan bagi masyarakat luas dengan murid mendatangi guru di tempat
pengasingan atau padepokan (Dryden-Peterson, 2022; Iori, 2023). Model ini
menunjukkan adanya transformasi dari sistem pendidikan berbasis kelas sosial menuju
sistem yang lebih inklusif, seiring dengan menguatnya nilai-nilai egalitarian dalam Islam.

Pola pendidikan serupa juga dapat ditemukan dalam konteks kolonial India di
bawah Inggris, di mana lembaga pendidikan Islam tradisional seperti madrasah dan
khanqah tetap bertahan meskipun ditekan oleh kebijakan pendidikan Barat ala Macaulay.
Di India, pendidikan Islam berfungsi sebagai benteng identitas keagamaan dan intelektual
umat Muslim dalam menghadapi hegemoni kolonial Inggris. Kesamaan ini menunjukkan
bahwa pendidikan Islam di wilayah kolonial umumnya berkembang sebagai ruang
alternatif yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol negara colonial (Momen, et al,,
2024).
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Selain itu, kerangka pendidikan Islam berbasis surau atau langgar berkembang
pesat, terutama di wilayah Minangkabau. Surau merupakan institusi pendidikan dan
sosial yang berakar kuat dalam tradisi masyarakat Asia Tenggara, termasuk di Sumatera
Selatan, Semenanjung Malaya, dan Patani (Thailand). Secara historis, surau diduga
memiliki keterkaitan dengan institusi pendidikan Hindu-Buddha di India yang kemudian
mengalami proses Islamisasi (Manan, et al., 2022). Dalam konteks kolonial, surau di
Minangkabau memainkan peran strategis sebagai pusat transmisi ilmu agama, pembinaan
moral, dan penguatan solidaritas sosial, serupa dengan peran pondok di Malaya yang
berkembang di luar sistem pendidikan kolonial Inggris. Di Malaya, pondok menjadi
lembaga pendidikan Islam tradisional yang relatif otonom dan berfungsi sebagai pusat
perlawanan kultural terhadap penetrasi pendidikan kolonial.

Bentuk pendidikan Islam yang paling mapan dan berkelanjutan pada masa kolonial
adalah pesantren. Dalam literatur akademik, terdapat dua pandangan utama mengenai
asal-usul pesantren. Pandangan pertama menyatakan bahwa pesantren merupakan
institusi pendidikan Islam yang bersumber dari tradisi Islam global, khususnya praktik
tasawuf yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara melalui lembaga zawiyah
(Ahmed, & Sukdaven, 2021; Abdur-Rashid, 2021). Pandangan kedua menyebutkan bahwa
pesantren merupakan hasil Islamisasi lembaga pendidikan Hindu-Buddha yang telah ada
sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan oleh kemungkinan etimologis kata pesantren yang
dikaitkan dengan istilah shastri dalam bahasa Sanskerta (Maimunah, et al, 2021).
Terlepas dari perdebatan tersebut, pesantren terbukti mampu beradaptasi dengan situasi
kolonial dan menjadi institusi pendidikan Islam yang paling tahan terhadap intervensi
kolonial.

Dalam konteks kolonialisme pendidikan, pesantren di Indonesia memiliki
kemiripan dengan madrasah tradisional di India dan pondok di Malaya, yang sama-sama
menolak integrasi penuh ke dalam sistem pendidikan kolonial. Namun, pesantren
menunjukkan keunikan tersendiri karena mempertahankan kurikulum berbasis kitab
kuning sekaligus membangun sistem pendidikan berasrama yang kuat. Karel A.
Steenbrink mencatat bahwa sejak akhir abad ke-19, kurikulum pesantren telah mendapat
perhatian sarjana kolonial Belanda seperti L.W.C. van den Berg, yang mendokumentasikan
penggunaan Kkitab-kitab fikih, ushuluddin, tasawuf, dan ilmu bahasa Arab sebagai inti
pendidikan pesantren di Jawa dan Madura.

Secara umum, pengajaran di pesantren berfokus pada ilmu fikih sebagai landasan
utama pembentukan kesadaran hukum dan etika keislaman. Namun demikian, mata
pelajaran lain seperti tasawuf, akhlak, dan ilmu alat tidak diabaikan. Penguasaan bahasa
Arab dipandang sebagai prasyarat penting untuk memahami teks-teks keagamaan klasik
yang menjadi rujukan utama pembelajaran (Abdalla, 2025; Howell, et al., 2025). Pola ini
menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu
agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan etos keilmuan santri.

Dengan membandingkan pendidikan Islam di Indonesia dengan praktik
pendidikan Islam di koloni India dan Malaya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam
di wilayah-wilayah kolonial berkembang sebagai sistem alternatif yang relatif otonom,
berakar pada tradisi lokal, dan berfungsi sebagai sarana resistensi kultural terhadap
dominasi kolonial. Dalam konteks Indonesia, pesantren, surau, dan lembaga pendidikan
[slam lainnya tidak hanya bertahan, tetapi juga membentuk fondasi penting bagi
perkembangan pendidikan Islam nasional pada masa pascakolonial.

Kondisi Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Meskipun keadaan pengajaran Jepang begitu mengerikan, bagi Islam ada nilai
positif minimal di awal masuknya Jepang ke Indonesia, umat Islam yakin bahwa tujuan
kemerdekaan Indonesia dapat diakui, dengan masuknya Jepang ke Indonesia dan
pengusiran Belanda. Sebagai umat Islam, individu Indonesia yang telah mengalami
pemisahan dalam masalah kehidupan yang ketat, dengan masuknya Jepang ke Indonesia
akan berakhir (Budianto, 2024; Laffan, 2021). Oleh karena itu, Jepang secara konsisten
menekankan pentingnya menghormati dan menyukai Islam. Di hadapan para ulama,
Letnan Jenderal Imamura, penguasa militer Jepang yang paling terkemuka di Jawa,
menyampaikan wacana yang menyatakan bahwa pihak Jepang bermaksud untuk
mengamankan dan menghormati Islam.

Pemerintah Jepang memiliki segala ciri untuk menjaga kepentingan Islam, yang
merupakan tata cara untuk kepentingan dunia akhirat. Untuk bergerak ke arah umat
[slam, mereka melakukan beberapa pendekatan, antara lain, Kantor ketatausahaan yang
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ada pada zaman Belanda dikenal dengan kantor voor islamistiche zasati yang dimotori
orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi kantor sumubi yang dimotori KH.. Hasyim
Asy'ari. Peneliti Islam dalam upaya bersama dengan pelopor orientalis diizinkan untuk
membentuk garis penjagaan negara (PETA). Umat Islam diperbolehkan untuk berproses
dalam suatu perkumpulan yang disebut Majelis Islam Indonesia (MIAI) yang bersifat
sosial. Meskipun demikian, pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan
Majelis Sura Muslim Indonesia (MASYUMI). Sekolah-sekolah Islam yang sangat besar
sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Sekolah negeri
diberikan contoh orang yang substansinya tidak dapat dibedakan dengan pelajaran ketat.
Pemerintah Jepang mengizinkan pengembangan jalur Hizbullah untuk memberikan
premis taktis kepada pemuda Muslim, jalur ini dimotori oleh K.H. Zainal Arifin.
Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian sekolah menengah Islam di Jakarta yang
dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta (Badawi, 2023; Alam, &
Miah, 2024; Bhargav, 2022).

Mentalitas penjajah Jepang terhadap persekolahan Islam akhirnya menjadi lebih
penyayang, sehingga ruang pengajaran lebih terbebaskan dibandingkan pada masa
provinsi Belanda. Hal ini memberikan peluang bagi madrasah untuk berkembang, lebih
tepatnya Pertama Madrasah (Machmudi, 2023; Hefner, 2025). Menjelang awal
pendudukan Jepang, madrasah berkembang pesat, terutama dalam hal jumlah. Hal ini
dapat dilihat khususnya di wilayah Sumatera yang populer dengan madrasah awalnya
yang dilatarbelakangi oleh majelis ulama yang tinggi. Kedua, Pendidikan Agama di
Sekolah. Sekolah yang didanai pemerintah dipenuhi dengan ilustrasi karakter. Hal ini
memberikan kesempatan kepada pendidik agama Islam untuk mengisinya dengan
pelajaran yang ketat, dan dalam pelatihan yang ketat juga disertakan pelajaran jihad
melawan para penyusup. Ketiga, Universitas Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan
pendirian sekolah menengah Islam di Jakarta yang dimotori oleh KH. Wahid Hasyim, KH.
Muzakkar dan Bung Hatta (Latief, 2022).

Meskipun Jepang berusaha untuk mendekati umat Islam dengan memberikan
kesempatan dalam agama dan dalam menciptakan sekolah, para ulama tidak akan tunduk
kepada pemerintah Jepang, jika mereka mencampuri kepercayaan individu(Erasiah, &
Pratama, 2024). Masa Jepang pertempuran KH. Hasyim Asy'ari dan rekan-rekannya
menentang aturan tersebut. Kufr Jepang yang meminta untuk melakukan seikere (tentang
penguasa Jepang yang dianggap sebagai kerabat dewa matahari). Karena sikap ini dia
ditangkap dan ditahan oleh Jepang untuk waktu yang sangat lama. Meskipun alam
semesta pengajaran sebagian besar dibubarkan, karena siswa pergi ke kelas setiap hari
mereka hanya disarankan untuk berolahraga, berjalan, bekerja (romusha), bernyanyi, dll.
Yang cukup beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam iklim sekolah live-
in Islam yang dibebaskan dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang.
Pembelajaran di sekolah Islam semua inklusi tetap dapat berjalan dengan normal.

Pendidikan Pada Masa Kemerdekaan (Orde Lama)

Pasca kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam mulai memperoleh perhatian
yang lebih serius dan terstruktur dari negara, baik dalam sistem pendidikan formal negeri
maupun lembaga pendidikan keagamaan non-negeri. Perhatian tersebut secara eksplisit
tercermin dalam pernyataan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada 27
Desember 1945 yang menegaskan bahwa madrasah dan sekolah agama Islam merupakan
alat serta sumber penting pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia
(Saefudin, 2021). Pernyataan ini memiliki makna strategis karena menempatkan
pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional, bukan
sekadar aktivitas keagamaan komunitas.

Dalam konteks awal negara-bangsa yang masih membangun fondasi sistem
pendidikannya, pengakuan tersebut menjadi dasar legitimasi bagi keterlibatan negara
dalam pengembangan pendidikan Islam. Di Sumatera, Mahmud Yunus, yang menjabat
sebagai inspektur pendidikan agama, mengajukan rekomendasi agar pendidikan agama
di sekolah-sekolah negeri diselenggarakan secara resmi, dengan guru agama memperoleh
status dan penghasilan yang setara dengan guru mata pelajaran umum. Rekomendasi ini
diterima oleh pemerintah dan menjadi salah satu tonggak penting dalam institusionalisasi
pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri (Mahmud, et al., 2024). Sejak saat itu,
pendidikan agama Islam mulai memperoleh posisi yang lebih sistematis dan terjamin
dalam kerangka pendidikan nasional.

Langkah strategis berikutnya adalah pembentukan Departemen Agama pada 13
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Desember 1946, yang secara khusus diberi mandat untuk mengelola, membina, dan
mengembangkan pendidikan agama, termasuk madrasah dan sekolah Islam yang didanai
oleh pemerintah. Keberadaan Departemen Agama memperkuat posisi madrasah sebagai
lembaga pendidikan yang diakui negara, sekaligus menjadi jembatan antara pendidikan
keagamaan dan sistem pendidikan nasional. Dampaknya terlihat dari meningkatnya
jumlah madrasah yang memperoleh pembinaan dan pengakuan administratif dari
pemerintah.

Secara statistik, perkembangan madrasah pada dekade awal kemerdekaan
menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Data Departemen Agama pada
pertengahan 1950-an mencatat ribuan madrasah telah beroperasi di berbagai wilayah
Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Jawa dan Sumatera. Pada akhir dekade
1950-an, jumlah madrasah tercatat mencapai lebih dari 10.000 unit, meskipun sebagian
besar masih berstatus swasta dan berbasis komunitas. Peningkatan kuantitas ini
menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Islam yang
terorganisasi, sekaligus respons positif terhadap kebijakan negara yang mulai
memberikan dukungan struktural.

Pada tahun 1958, pemerintah secara resmi membatasi sekaligus menata
pengembangan Madrasah Negeri dengan menetapkan komposisi kurikulum sebesar 30
persen mata pelajaran agama dan 70 persen mata pelajaran umum (Oztiirk, 2025).
Kebijakan ini menandai upaya integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional
tanpa menghilangkan karakter keislamannya. Secara kelembagaan, struktur madrasah
disetarakan dengan sekolah umum negeri, baik dari segi jenjang pendidikan maupun
administrasi. Sistem jenjang madrasah dibagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah dengan masa
studi enam tahun, Madrasah Tsanawiyah dengan masa studi tiga tahun, dan Madrasah
Aliyah dengan masa studi tiga tahun.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada peningkatan status sosial madrasah
dan perluasan akses pendidikan Islam yang lebih berkualitas. Data pada awal 1960-an
menunjukkan bahwa madrasah negeri mulai tumbuh di berbagai provinsi, meskipun
jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan madrasah swasta. Namun demikian,
keberadaan madrasah negeri berfungsi sebagai model standar bagi pengelolaan
madrasah swasta, khususnya dalam hal kurikulum, kualifikasi guru, dan tata kelola
kelembagaan. Peran Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Agama di tingkat provinsi
menjadi krusial dalam mengawal kebijakan ini agar selaras dengan visi integrasi
pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, periode pascakemerdekaan merupakan fase penting dalam
sejarah pendidikan Islam di Indonesia, ditandai oleh pengakuan negara, pembentukan
kelembagaan formal, serta pertumbuhan kuantitatif madrasah yang signifikan. Data

Perkembangan Madrasah dan Jumlah Siswa di Indonesia (1946-1970)
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statistik perkembangan madrasah pada masa ini memperlihatkan bahwa pendidikan
Islam tidak hanya bertahan setelah kemerdekaan, tetapi justru mengalami ekspansi dan
transformasi yang menjadi fondasi bagi sistem pendidikan Islam Indonesia hingga saat
ini.

Secara interpretatif, grafik menunjukkan bahwa jumlah madrasah mengalami
peningkatan yang konsisten dan relatif stabil dari masa awal kemerdekaan hingga awal
Orde Baru. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya pengakuan negara terhadap
madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Findikli, 2022; Thsan, et al,,
2024). Sementara itu, jumlah siswa menunjukkan kurva kenaikan yang lebih tajam,
terutama setelah tahun 1958 hingga 1970, yang mengindikasikan meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan madrasah serta dampak dari integrasi
kurikulum agama dan umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di
Indonesia berlangsung melalui proses historis yang panjang, dinamis, dan kontekstual,
sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, struktur sosial-budaya, serta
kebijakan negara pada setiap fase sejarah. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa
pendidikan Islam sejak masa pra-kolonial telah berfungsi sebagai instrumen dakwah,
transmisi keilmuan, dan pembentukan identitas sosial umat Islam, yang kemudian
mengalami transformasi seiring dengan perubahan rezim kekuasaan dari kerajaan Islam,
kolonialisme Barat, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan.

Pada fase pra-kolonial, pendidikan Islam berkembang secara organik melalui
institusi-institusi yang berakar kuat pada struktur lokal seperti masjid, surau, meunasabh,
dan pesantren. Keterpaduan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan,
sebagaimana terlihat pada kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demalk,
Ternate, dan Gowa-Tallo, menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi
sebagai sarana pembelajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan
dan integrasi social (Saada, & Magadlah, 2021). Pola ini memperlihatkan bahwa
pendidikan Islam sejak awal bersifat adaptif, mampu mengakomodasi tradisi lokal tanpa
kehilangan substansi ajaran Islam. Temuan ini memperkuat argumen bahwa fleksibilitas
kultural merupakan salah satu faktor kunci keberlanjutan pendidikan Islam di Indonesia.

Memasuki masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami marginalisasi
struktural melalui kebijakan pendidikan dualistik yang memisahkan pendidikan Barat
dan pendidikan keagamaan pribumi (Davids, & Waghid, 2021; Sumanti, et al., 2024).
Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam justru
mengalami konsolidasi internal melalui penguatan pesantren dan surau sebagai ruang
pendidikan alternatif yang relatif otonom. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya
bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga bertransformasi menjadi
pusat resistensi kultural dan intelektual terhadap kolonialisme. Perbandingan dengan
pendidikan Islam di India dan Malaya memperlihatkan pola yang serupa, di mana lembaga
pendidikan Islam tradisional berkembang sebagai benteng identitas keagamaan di tengah
hegemoni pendidikan kolonial. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di
wilayah kolonial memiliki karakter transnasional dalam hal strategi adaptasi dan
resistensi.

Pada masa pendudukan Jepang, hasil penelitian menunjukkan adanya ambivalensi
kebijakan terhadap pendidikan Islam. Di satu sisi, Jepang memberikan ruang yang lebih
longgar bagi aktivitas keagamaan dan pendidikan Islam sebagai strategi politik untuk
memperoleh dukungan umat Islam. Di sisi lain, kebijakan tersebut bersifat instrumental
dan tetap berada dalam kerangka kepentingan militer Jepang (Yamashita, 2022; Kotani,
et al., 2022; Budianto, 2024). Meskipun demikian, periode ini memberikan momentum
penting bagi ekspansi madrasah dan penguatan peran ulama dalam ranah sosial-politik.
Temuan ini mengindikasikan bahwa bahkan dalam konteks penjajahan yang represif,
pendidikan Islam mampu memanfaatkan celah politik untuk memperluas pengaruh dan
institusionalisasinya.

Transformasi paling signifikan dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia terjadi
pada masa awal kemerdekaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan formal
negara terhadap madrasah dan pendidikan agama Islam menjadi titik balik penting dalam
integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pembentukan
Departemen Agama, kebijakan pengangkatan guru agama di sekolah negeri, serta
penetapan standar kurikulum madrasah mencerminkan perubahan paradigma negara
dari sikap marginalisasi menjadi akomodasi institusional (Abdul et al.,, 2024). Data
statistik yang menunjukkan peningkatan jumlah madrasah dan peserta didik secara
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signifikan pada periode 1946-970 mengonfirmasi bahwa kebijakan negara berpengaruh
langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam (Jamilah,
2021; Kosim, et al, 2023). Integrasi kurikulum agama dan umum juga menandai
pergeseran orientasi madrasah dari lembaga pendidikan keagamaan murni menjadi
lembaga pendidikan yang berfungsi ganda, yakni religius dan akademik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa pendidikan Islam
di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sistem yang statis atau terisolasi, melainkan
sebagai entitas historis yang terus bernegosiasi dengan kekuasaan, budaya, dan kebijakan
negara. Temuan ini memberikan kontribusi pada kajian sejarah pendidikan Islam dengan
menekankan pentingnya pendekatan historis-komparatif dalam memahami dinamika
pendidikan Islam di negara mayoritas Muslim yang memiliki latar kolonial.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan
kebijakan pendidikan Islam kontemporer. Pengalaman historis menunjukkan bahwa
keberhasilan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi tanpa
kehilangan identitas dasar. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam di era
modern perlu memperhatikan keseimbangan antara integrasi ke dalam sistem
pendidikan nasional dan pelestarian karakter keislaman. Selain itu, peran negara
seharusnya tidak hanya terbatas pada regulasi dan standarisasi, tetapi juga pada
pemberdayaan kelembagaan madrasah dan pesantren agar mampu merespons tantangan
globalisasi, digitalisasi, dan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan demikian, diskusi hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam
di Indonesia merupakan produk sejarah yang kompleks dan berlapis, yang
keberlanjutannya hingga saat ini merupakan hasil dari kemampuan adaptasi struktural,
kultural, dan kebijakan. Pemahaman atas dinamika historis ini menjadi landasan penting
bagi upaya merumuskan arah pengembangan pendidikan Islam yang inklusif,
kontekstual, dan berdaya saing di masa depan.

CONCLUSION

pendidikan Islam di Indonesia berkembang melalui proses historis yang panjang
dan adaptif, dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi lokal, otoritas keagamaan, dan
kebijakan politik pada setiap fase sejarah. Sejak masa pra-kolonial hingga kolonial,
pendidikan Islam berfungsi tidak hanya sebagai sarana transmisi ilmu keagamaan, tetapi
juga sebagai medium pembentukan identitas sosial dan resistensi kultural terhadap
dominasi kekuasaan asing. Institusi seperti surau, pesantren, dan madrasah menunjukkan
daya lenting yang tinggi dalam mempertahankan eksistensinya, meskipun berada dalam
tekanan sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Implikasi dari temuan ini
menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh
kemampuannya beradaptasi secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental
keislaman.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa periode awal kemerdekaan
menjadi titik balik penting dalam transformasi pendidikan Islam menuju sistem yang
lebih terinstitusionalisasi dan diakui negara. Peningkatan jumlah madrasah dan peserta
didik, disertai integrasi kurikulum agama dan umum, mencerminkan perubahan
paradigma kebijakan negara dari marginalisasi menuju akomodasi dan penguatan
kelembagaan pendidikan Islam. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya
peran negara dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga
pemberdayaan, agar madrasah dan pesantren mampu meningkatkan kualitas pendidikan
serta relevan dengan tuntutan zaman. Secara teoretis, temuan ini memperkuat perspektif
bahwa pendidikan Islam merupakan sistem dinamis yang berkembang melalui negosiasi
antara tradisi, modernitas, dan kebijakan publik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati.
Pertama, kajian ini masih bersifat makro-historis dan belum menggali secara mendalam
variasi perkembangan pendidikan Islam pada tingkat regional dan lokal, khususnya di
luar Jawa dan Sumatera. Kedua, perbandingan dengan konteks kolonial lain seperti India
dan Malaysia masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh analisis data arsip
kolonial yang komprehensif. Ketiga, penelitian ini belum secara eksplisit menelaah
dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap kualitas lulusan dalam perspektif jangka
panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk
mengembangkan pendekatan komparatif lintas wilayah dan lintas negara berbasis arsip
kolonial dan data empiris, serta mengombinasikan metode historis dengan studi lapangan
dan analisis kebijakan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman
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tentang dinamika pendidikan Islam sekaligus menyempurnakan kelemahan dan
keterbatasan penelitian ini.
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